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ABSTRAK 
 
BMT Amanah Usaha Mulia Magelang merupakan lembaga 
keuangan syariah non bank yang melakukan kegiatan penghimpunan 
dana dan penyaluran dana dengan mekanisme pembiayaan. Produk 
pembiayaan modal usaha pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang 
paling banyak diminati pada saat ini, terutama karena pembiayaan 
yang dilakukan pada BMT tidak terdapat prosedur BI checking 
sehingga sangat memungkin terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur 
pemberian pembiayaan >25 juta tanpa adanya BI checking pada BMT 
Amanah Usaha Mulia Magelang dan apa risiko pemberian 
pembiayaan tanpa adanya BI checking. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan lokasi 
pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Data-data dalam 
penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan 
data sekunder. Data-data diperoleh dari wawancara, observasi 
langsung melalui magang, serta dokumentasi. Data-data yang telah 
terkumpul kemudian dianalisi dengan menggunakan metode deskriptif 
analisi. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, Pertama, 
prosedur yang dilakukan oleh BMT Amanah Usaha Mulia Magelang 
untuk pembiayaan >25 juta tanpa BI checking terdiri dari survey yang 
detail terhadap calon penerima pembiayaan menggunakan prinsip 
5C‟s (Character, Capacity,Capital, Collateral, dan Condition of 
economic), mengharuskan menggunakan jaminan dan adanya 
pengikatan jaminan sehingga anggota penerima pembiayaan, dan 
adanya Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) untuk 
menghindari risiko. Kedua, risiko pemberian pembiayaan tanpa BI 
checking adalah pihak BMT tidak mengetahui apakah calon anggota 
mempunyai hutang/pinjaman di bank atau tidak dengan segala 
kondisinya dan memungkinkan terjadinya kredit macet. 
Kata kunci : Prosedur Pembiayaan, Risiko Pembiayaan, BI Checking 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wa 
Tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul maal wa baitul 
tamwil. Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan 
baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan 
berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi 
sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana baitul 
maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus 
mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil 
merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. 
Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan 
usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha 
ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota 
dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada 
sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun 
demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan 
lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain 
yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena 
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BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan 
perbankan.
1
 
Dalam penghimpunan dana (funding) diupayakan 
untuk direncanakan dengan matang, supaya menarik minat 
masyarakat untuk bergabung dengan BMT. Prinsip utama dari 
penghimpunan dana BMT ini adalah kepercayaan, yang 
artinya bila banyak msayarakat yang percaya dengan BMT 
tersebut maka akan banyak masyarakat yang menaruh 
dananya pada BMT yang terpercaya tersebut.
2
 
Aktivitas yang tidak kalah pentingnya pada BMT 
adalah pelemparan dana atau pembiyaan yang sering juga 
disebut dengan lending-financing. Istilah ini dalam keuangan 
konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiyaan 
sering digunakan untuk menunjukan aktivitas BMT, karena 
berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.  
Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud 
pembiayaan adalah : 
“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat 
dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau 
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 
                                                          
1
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, 
(Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 126 
2
 Fitri Nurhatati, Ika Saniyati Rahmaniyah, Koperasi Syariah, 
(Surakarta : 2008), h. 16 
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pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 
ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau 
pembagian hasil.” 
Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang 
pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian 
pinjaman adalah; 
“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau 
kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah 
imbalan.” 
Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang 
semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga 
menganut azas Syari’ah, yakni dapat berupa bagi hasil, 
keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus 
dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas 
dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.
3
 
                                                          
3
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, 
(Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 163-164 
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Dalam pemberian pembiayaan pada calon anggota 
(nasabah) BMT akan sangat berhati-hati dan selektif, 
dikarenakan dana tersebut bukan milik BMT melainkan milik 
masyarakat yang berasal dari usaha menghimpun dana yang 
dilakukan oleh BMT, sehingga apabila digunakan untuk 
memberikan pembiayaan harus ada jaminan atau kepastian 
uang tersebut akan kembali diperoleh BMT karena harus 
dikembalikan lagi kepada masyarakat yang mempercayakan 
dananya disimpan di BMT. Dengan kata lain BMT harus 
menghindari terjadinya pembiayaan macet yang disebabkan 
oleh pembiayaan. BMT dituntut untuk lebih amanah dan 
berhati-hati dibandingkan koperasi konvensional dalam 
kinerjanya karena membawa label syariah yang berlandaskan 
ajaran Islam dengan berpedoman al Qur’an dan as Sunnah. 
Untuk mengurangi resiko tersebut terdapat mekanisme analisa 
yang harus dilalui dalam memberikan pembiayaan. Analisa 
ditujukan untuk menetapkan kelayakan dari suatu pembiayaan 
yang diajukan oleh pemohon pembiayaan. 
Kehati-hatian pemberian pembiayaan pada anggota 
BMT atau koperasi ini juga dikarenakan tidak terdapatnya 
sistem seperti BI checking. BI checking merupakan salah satu 
fasilitas yang diijinkan oleh Bank Indonesia kepada bank 
untuk melihat apakah calon debiturnya tersebut bersih dan 
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tidak masuk dalam pembiayaan bermasalah ataupun masuk 
dalam daftar blacklist.  
BI checking diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur 
(PBI) yang dalam prakteknya adalah dengan pengecekan data 
calon nasabah melalui BI checking dan penyampaian laporan 
debitur oleh pelapor dalam hal ini adalah bank yang pernah 
memberikan pembiayaan kredit kepada Bank Indonesia secara 
lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu pada setiap 
bulan untuk posisi akhir bulan. Pelaksanaan Sistem Informasi 
Debitur di setiap bank berlaku secara otomatis tanpa melalui 
Surat Keputusan Direktur Utama atau Direksi dari bank yang 
bersangkutan dan petunjuk pelaksanaan ada pada PBI 
tersebut.
4
 
Karena tidak tersedianya sistem BI checking yang 
khusus bagi BMT atau Koperasi maka risiko-risiko yang 
dihadapi oleh BMT akan semakin tinggi. Terutama saat 
adanya calon anggota yang akan melakukan pembiayaan lebih 
dari 25 juta. Bagi BMT nominal 25 juta untuk pembiyaan 
bukanlah nominal yang kecil terlebih uang yang diberikan 
                                                          
4
 E.Esti Kodariah A, “Tanggung jawab bank Atas Kerugian Nasabah 
Sebagai Akibat Kelalaian Melaporkan Pelunasan Kredit Kepada 
Bank Indonesia Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 
9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur” (Skripsi—UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015) 
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adalah uang anggota atau pihak ketiga yang menyimpan 
dananya pada BMT. Sehingga BMT harus dapat menganalisis 
calon anggota dengan cermat dan selektif sehingga dapat 
meminimalisir kemungkinan-kemuungkinan buruk yang akan 
terjadi. 
Melalui latar belakang ini, penulis kemudian merasa 
tertarik untuk meneliti dalam tugas akhirnya tentang 
bagaimanakah prosedur yang digunakan Manager Financing 
atau Marketing dalam menggali informasi calon anggota 
untuk menganalisa pembiayaan di BMT Amanah Usaha 
Mulia Magelang tanpa menggunakan BI Checking. Disini 
penulis memilih BMT Amanah Usaha Mulia Magelang 
sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena penulis 
mendapatkan tugas PKL atau magang di BMT Amanah Usaha 
Mulia Magelang, sehingga penulis dapat melakukan PKL atau 
magang sekaligus dapat melakukan penelitian di BMT 
tersebut. Ini untuk lebih memudahkan dari segi efektifitas 
waktu dan efisiensi biaya. Oleh karenanya, dengan demikian 
penulis mengangkat judul dalam tugas akhirnya ini dengan 
judul “Resiko Pemberian Pembiayaan Tanpa 
Menggunakan BI Checking (Studi Pemberian 
Pembiayaan >25 Juta di BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan >25 juta 
tanpa adanya BI checking pada BMT Amanah Usaha 
Mulia Magelang ? 
2. Apa resiko pemberian pembiayaan tanpa adanya BI 
checking ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis diantaranya adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian 
pembiayaan >25 juta tanpa adanya BI checking pada 
BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. 
2. Untuk mengetahui risiko yang dihadapi BMT Amanah 
Usaha Mulia Magelang karena memberikan pembiayaan 
tanpa adanya BI checking. 
3. Sebagai syarat mendapat gelar Ahli Madya program D3 
Perbankan Syariah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat bagi penulis 
Menambah wawasan mengenai risiko pemberian 
pembiayaan tanpa menggunakan BI checking pada BMT. 
2. Manfaat bagi fakultas 
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Menambah referensi dan informasi bagi pihak yang 
membutuhkan khususnya terkait dengan risiko pemberian 
pembiayaan tanpa BI checking pada BMT.  
3. Manfaat bagi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang 
Dengan diadakannya penelitian ini di BMT Amanah 
Usaha Mulia Magelang, semoga hasil dari penelitian ini 
dapat membantu mempromosikan dan memperkenalkan 
lebih lanjut tentang prosedur pemberian pembiyaan tanpa 
adanya BI checking pada BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Untuk mendukung penelitian yang lebih mendetail 
seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, 
maka penulis melakukan kajian awal terhadap pustaka 
maupun karya-karya yang mempunyai relevansi mengenai 
topik-topik yang ingin diteliti. 
Pertama, Tugas Akhir yang berjudul “Analisis 
Karakter Nasabah Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan 
Murabahah (Studi Kasus) Pada BPRS Asad Alif Cabang 
Dr.Cipto Semarang” ditulis oleh Muhammad Yusuf, 
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015. 
Kedua, Skripsi yang berjudul “Metode Penggalian 
Informasi Dalam Analisis Pembiayaan Pada Bank Muamalat 
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Indonesia Cabang Malang” ditulis  oleh Bagus Aji Nugraha, 
Universitas Brawijaya Malang tahun 2013. 
Ketiga, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah yang 
berjudul “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: 
Studi Kasus Bri Syariah Cabang Prabumulih” ditulis oleh 
Selvy Safitri selaku Staff Treasury Otomas Multifinance 
Syariah dan Arisson Hendry selaku Kepala Inkopsyah dan 
Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi 
Islam SEBI, tahun 2015. 
Keempat, Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan 
Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BPRS PNM 
Binama Semarang” ditulis oleh Muhammad Ridwan Syah, 
Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2017. 
 
F. Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini 
dijelaskan sebagai berikut :  
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis 
penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah 
pengumpulan informasi dan data secara intensif dengan 
analisa dan pengajuan kembali atas semua yang telah 
dikumpulkan langsung dari BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang. 
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 Data kualitatif tidak berdasarkan angka-angka atas 
perhitungan-perhitungan akan tetapi berupa pendapat, 
keterangan, dan pandangan pemikiran yang dapat 
menunjang kesimpulan yang diinginkan mulai dari 
mekanisme prosedur, proses dan transaksi-transaksi yang 
terjadi di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. 
2. Pengumpulan Data 
a. Metode Wawancara  
Merupakan teknik untuk mengumpulkan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga 
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
responden yang lebih mendalam dan jumlah 
respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat 
dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, 
dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun 
menggunakan telepon. 
b. Metode Dokumentasi  
Merupakan metode pengambilan data dengan 
menggunakan barang-barang tertulis, yang berupa 
arsip-arsip dan pedoman umum yang berhubungan 
11 
 
dengan kredit atau pembiayaan di BMT Amanah 
Usaha Mulia Magelang. 
5
 
3. Sumber Data 
Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan 
menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu 
:  
a. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh 
data atau informasi langsung dengan menggunakan 
instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.
6
 Sumber 
data primer dalam penelitian ini adalah dengan 
observasi secara langsung pada BMT Amanah Usaha 
Mulia Magelang. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan data atau informasi yang 
diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian 
yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur 
organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan 
serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan 
                                                          
5 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 
2010), h. 157 
6
 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis, 
(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 79 
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dengan penelitian ini.
7
 Dalam hal ini penulis 
memperoleh data dan informasi yang terkait dengan 
objek penelitian baik yang berbentuk buku, literatur – 
literatur kepustakaan, karya tulis, internet maupun 
artikel yang berhubungan dengan objek penelitian dan 
dijadikan sebagai acuan dalam menelaah suatu 
penelitian. 
4. Analisis Data 
Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang 
terkumpul yang dapat memberikan interprestasi, dalam 
pengelolaan data-data ini di gunakan untuk menjawab 
masalah yang di rumuskan. Dalam penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif mengenai subyek 
penelitian berdasarkan data yang di peroleh dari variabel 
yang di peroleh dari kelompok subyek yang di telitidan 
tidak di maksudkan untuk pengujian hipotesis.
8
 Data-data 
yang diperoleh kemudian penulis menganalisa dengan 
mengaitkan antara prosedur pemberian pembiayaan dan 
risiko pemberian pembiayaan tanpa BI checking pada 
BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. 
 
 
                                                          
7
 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis, 
(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 81 
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 
2010), h. 165 
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G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan mempunyai fungsi untuk memberikan 
kemudahan dalam memahami garis besar pada masing-masing 
bab secara sistematis. Sistematika penulisan penelitian ini 
terbagi dalam empat bab yaitu sebagai berikut:  
BAB I PENDAHULUAN  
Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar 
belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian, 
serta pembatasan rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan 
terakhir sistematika penulisan dari penelitian.  
BAB II LANDASAN TEORI  
Pada bab ini membahas mengenai Pengertian 
Pembiayaan pada BMT atau Koperasi Syariah, Pengertian BI 
Checking, dan Pengertian Risiko. 
BAB III PEMBIAYAAN >25 JUTA TANPA BI 
 CHECKING PADA BMT AMANAH USAHA 
 MULIA 
 
Bab tiga berisi tentang gambaran umum BMT 
Amanah Usaha Mulia Magelang. Meliputi profil perusahaan 
dari sejarah berdirinya BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, 
visi dan misi yang hendak dibangun dan capai, kelembagaan, 
14 
 
produk-produk BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, 
gambaran pembiayaan >25 juta tanpa BI checking pada BMT 
Amanah Usaha Mulia Magelang. 
 
BAB IV RESIKO PEMBERIAN PEMBIAYAAN 
 TANPA MENGGUNAKAN BI CHECKING 
 (STUDI PEMBERIAN PEMBIAYAAN >25 JUTA 
 DI BMT AMANAH USAHA MULIA 
 MAGELANG) 
 
- Prosedur pemberian pembiyaan >25 juta tampa adanya BI 
Checking pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. 
- Resiko pemberian pembiyaan tanpa adanya BI Checking. 
BAB V PENUTUP  
Bab lima berisi uraian kesimpulan tentang Risiko 
Pemberian Pembiayaan Tanpa Menggunakan BI Checking 
(Studi Pemberian Pembiayaan >25 juta di BMT Amanah 
Usaha Mulia Magelang. Serta saran-saran dan masukan serta 
lampiran-lampiran sebagai penunjang dalam perbaikan 
penulisan tugas akhir ini. 
 DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Pembiayaan 
1. Pengertian Pembiayaan 
Dalam artian luas kredit/pembiayaan diartikan 
sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin 
kredit berarti “credere” artinya percaya. Maksud dari 
percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si 
penerima pembiayaan yang disalurkannya pasti akan 
dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si 
penerima pembiayaan merupakan penerimaan 
kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk 
membayar sesuai jangka waktu. 
1
   
Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 
tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah Penyediaan 
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
2
 
                                                          
1
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2002 Cet 6), h. 93 
2
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2002 Cet 6), h. 92 
16 
 
Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar 
Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai 
penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan 
itu berupa : (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk 
mudharabah dan musyarakah; (b) transaksi sewa-
menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; (c) transaksi jual beli 
dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istish’na, 
(d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang 
qardh; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk 
ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persejutuan 
atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan 
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau 
diberi fasilitas dana mengembalikan dana tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa 
imbalan, atau bagi hasil.
3
 
Menurut Muhammad (2011), Pembiayaan atau 
financing adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 
dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. 
Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk 
mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga 
pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah. 
                                                          
3
 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 
(Yogyakarta : Kalimedia, 2015 Cet 1), h. 1-2 
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2. Jenis-jenis Pembiayaan 
Dalam penyaluran dananya pada 
anggota/nasabah, secara garis besar produk pembiayaan 
syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan 
berdasarkan tujuan penggunaanya, yaitu : 
1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual – Beli (Ba’i) 
Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli 
merupakan penyediaan barang modal maupun 
investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja 
maupun invetasi. Atas transaksi ini BMT akan 
memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya 
jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat 
dan rukun jual beli.
4
 Prinsip jual-beli dilaksanakan 
sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan 
barang atau benda (transfer of property). Tingkat 
keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi 
bagian harga atas barang yang dijual.
5
 
Bagi BMT yang memiliki sector riil, penyediaan 
barang modal dapat dipenuhi secara langsung, namun 
bagi yang tidak memiliki sektor riil atau karena sektor 
riil yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan, 
maka BMT dapat bekerja sama dengan suplier atau 
                                                          
4
  Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), 
(Yogyakarta:UII Press), h. 167 
5
 Adiwarman Kamir, Bank Islam : Analisis fiqh dan  keuangan, 
(Jakarta : PT RajaGrafindo, 2010), h. 98 
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agent penyedia. Adapun mekanisme jual beli ini 
meliputi : 
a. Anggota atau nasabah mengajukan secara rinci 
kebutuhan barang yang akan dibeli. Rincian 
barang-barang tersebut dapat berupa jenis, merk, 
tahun pembuatan, warna, ukuran bentuk sampai 
pada tempat pembelian. Semakin terinci akan 
semakin baik. 
b. BMT bersama-sama anggota atau nasabah yang 
membutuhkan akan melihat dengan pasti tentang 
barang yang dimaksud. 
c. BMT akan membeli barang tersebut kepada 
suplier, dengan harga pokok yang diketahui kedua 
belah pihak. 
d. BMT kemudian akan menjual kembali barang 
tersebut kepada anggota nasabah yang 
membutuhkan seharga pembelian pokok ditambah 
keuntungan (margin) yang disepakati. 
e. Jika kondisi tidak memungkinkan bagi BMT 
untuk membeli terlebih dahulu barang tersebut, 
maka BMT akan memberikan kuasa kepada 
19 
 
anggota untuk membeli sendiri kemudian nota 
pembeliannya diberitahukan kepada BMT.
6
 
Dilihat dari cara pengembaliannya sistem 
pembiayaan jual-beli dapat dibagi menjadi dua yakni jual-
beli bayar cicil dengan bayar tangguh. 
a. Jual beli bayar cicilan (Bai’ Muajjal / Bai’ 
Bitsaman Ajil) 
Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan 
mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga 
pokok dan keuntungannya dengan mangangsur 
sesuai dengan jangka waktu yang telah 
ditetapkan. 
b. Jual Bayar Tangguh (Bai’ Al Murobahah) 
Dengan sistem ini, anggota atau nasabah baru 
akan mengembalikan pembiayaannya setelah 
jatuh tempo. Namun keuntungan dapat diminta 
setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya.
7
 
Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan 
bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, 
yakni sebagai berikut : 
                                                          
6
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), 
(Yogyakarta:UII Press, 2004), h. 167-168 
7
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), 
(Yogyakarta:UII Press, 2004), h. 168 
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a. Pembiayaan Murabahah 
Jual beli ini dapat berlaku umum 
untuk semua barang yang dapat diadakan 
seketika terjadi transaksi. Bai’ Muajjal 
merupakan bagian dari Al Murabahah.
8
 
Murabahah (al-bai’ bitsaman ajil) lebih 
dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah, 
yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), 
adalah transaksi jual-beli dimana bank 
menyebut jumlah keuntungannya. Bank 
bertindak sebagai penjual, sementara nasabah 
sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli 
bank dari pemasok ditambah keuntungan 
(marjin).
9
 
b. Pembiayaan Salam 
Jual-beli salam merupakan pembelian 
barang yang dananya dibayarkan di muka, 
sedangkan barang diserahkan kemudian. 
Untuk menghindari terjadinya manipulasi 
pada barang, maka antra BMT dengan 
anggota harus bersepakat mengenai jenis 
barang, mutu produk, standar harga, jangka 
                                                          
8
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), 
(Yogyakarta:UII Press, 2004), h. 167-168 
9
 Adiwarman Kamir, Bank Islam : Analisis fiqh dan  keuangan, 
(Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 98 
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waktu, tempat penyerahan serta keuntungan. 
Kondisi ini biasanya terjadi untuk produk-
produk pertanian.  
Dalam sistem pertanian ini, BMT 
membeli hasil panen petani dengan harga 
yang telah ditetapkan berdasarkan asumsi-
asumsi. Setelah panen, BMT akan menerima 
barangnya. Karena BMT tidak berhajat akan 
barang tersebut, maka BMT akan menjual 
kembali hasil panennya kepada pihak lain.
10
 
Sekilas transaksi ini mirip jual-beli ijon, 
namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, 
harga, dan waktu penyerahan barang harus 
ditentukan secara pasti.
11
 
c. Pembiayaan Istishna’ 
Merupakan kontrak jual-beli barang 
dengan pesanan. Pembeli memesan barang 
kepada produsen barang, namun produsen 
berusaha melalui orang lain untuk membuat 
                                                          
10
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), 
(Yogyakarta:UII Press, 2004), h. 169 
11
 Adiwarman Kamir, Bank Islam : Analisis fiqh dan  keuangan, 
(Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 99 
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atau membeli barang tersebut sesuai dengan 
spesifikasi yang telah ditetapkan.
12
 
Ketentuan umum pembiayaan 
istishna’ adalah spesifikasi barang pesanan 
harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu 
dan jumlahnya. Harga jual yang telah 
disepakati dicantumkan dalam akad istishna’ 
dan tidak boleh berubah selama berlakunya 
akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria 
pesanan dan terjadi perubahan akad 
ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap 
ditanggung nasabah.
13
 
d. Ijarah Muntahi Bit Tamlik  
Merupakan akad perpaduan antara 
sewa dengan jual-beli. Yakni sewa-menyewa 
yang diakhiri dengan pembelian karena 
terjadi pemindahan hak. BMT sebagai 
penyedia barang pada hakikatnya tidak 
berhajat akan barang tersebut, sehingga 
angsuran dari nasabah bisa dihitung sebagai 
biaya pembelian, dan diakhir waktu setelah 
                                                          
12
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), 
(Yogyakarta:UII Press, 2004), h. 169 
13
 Adiwarman Kamir, Bank Islam : Analisis fiqh dan  keuangan, 
(Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 100 
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lunas barang menjadi milik 
anggota/nasabah.
14
 
2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa 
Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan 
manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja 
dengan prinsip jualbeli, tapi perbedaannya terletak 
pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek 
transaksinya adalah barang, pada ijarah objek 
transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank 
dapat saja menjual barang yang disewakan kepada 
nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal 
ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti 
dengan perpindahannya kepemilikan). Harga sewa 
dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.
15
 
3. Pembiayaan dengan Prinsip bagi Hasil (Syirkah) 
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas 
prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut : 
a. Pembiayaan Musyarakah 
Yakni kerja sama antara BMT dengan 
anggota yang modalnya berasal dari kedua belah 
pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan 
dan risiko. BMT akan menyertakan dalam proyek 
                                                          
14
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), 
(Yogyakarta:UII Press, 2004), h. 169 
15
 Adiwarman Kamir, Bank Islam : Analisis fiqh dan  keuangan,  
(Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), h. 101 
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atau usaha yang diajukan setelah mengetahui 
besarnya partisipasi anggota.
16
 Transaksi musyarakah 
dilandasi adnya keinginan para poihak yang bekerja 
sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka 
miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha 
yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka 
secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk 
sumber daya baik yang berwujud maupun tidak 
berwujud.
17
 
Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif 
dalam aktivitas usaha anggota. Namun karena 
keterbatasan tenaga, BMT akan mempercayakan 
pengelolaan usaha tersebut kepada anggota dan BMT 
hanya berfungsi sebagai rekanan pasif. Pengembalian 
modalnya biasanya setelah jatuh tempo. Namun BMT 
dapat menetapkan dengan cara angsuran. Jika 
pengembalian modalnya dengan mengangsur, maka 
partisipasi modal BMT semakin mengecil dan 
akhirnya menjadi no. penurunan partisipasi modal ini 
                                                          
16
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), 
(Yogyakarta:UII Press, 2004), h. 171 
17
 Adiwarman Kamir, Bank Islam : Analisis fiqh dan  keuangan, 
(Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 102 
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juga menyebabkan turunnya nisbah bagi hasil. Akad 
ini disebut musyarakah muntanqishoh.
18
 
b. Pembiayaan Mudharabah 
Yakni hubungan kemitraan antara BMT 
dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% 
dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan 
nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha 
dan dapat menghitung tingkat nasabah yang 
dikehendaki. Jika terjadi risiko usaha, maka BMT 
akan menanggung seluruh kerugian modal selama 
kerugian tersebut disebabkan oleh factor alam atau 
musibah di luar kemampuan manusia untuk 
menanggulanginya. Namun jika kerugian terjadi 
karena kelalaian manajemen atau kecerobahan 
anggota atau nasabah, maka mudhoriblah yang akan 
menanggung pengembalian modal pokoknya. 
Pembiayaan mudharabah dapat dijalankan, 
jika anggota atau nasabah dapat membuat laporan 
keuangan usaha. Laporan ini sebaiknya secara tertulis 
dan disertai bukti-bukti transaksi yang memadai. 
Meskipun laporan dengan tanpa tulisan (pengkuan) 
dapat dipakai sebagi dasar, namun sangat sulit 
dilakukan pengujian kebenarannya. Oleh karenanya, 
                                                          
18
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), 
(Yogyakarta:UII Press, 2004), h. 171 
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BMT dapat melakukan pendampingan administrasi 
usaha, sehingga anggota patner mudharabah dapat 
melaporkan hasil usahanya secara benar.
19
 
4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap 
Untuk mempermudah pelaksanan pembiayaan, 
biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad 
pelengkap ini tidak ditunjukan untuk mencari 
keuntungan, tapi ditunjukan untuk mencari 
keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan 
untuk meminta pengganti biaya-biaya yang 
dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya 
pengganti biaya ini sekadar untuk menutupi biaya-
biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap ini 
adalah akad-akad tabarru’. 20  Yakni akad yang 
tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. 
Akad-akad tersebut antara lain : 
a. Al Wakalah/Wakil 
Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, 
pendelegasian maupun memberian mandate atau 
amanah. Dalam kontrak BMT, al wakalah berarti 
BMT menerima amanah dari investor yang akan 
menanamkan modalnya kepada nasabah. Investor 
                                                          
19
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), 
(Yogyakarta:UII Press, 2004), h. 170 
20
 Adiwarman Kamir, Bank Islam : Analisis fiqh dan  keuangan, 
(Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 97 
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menjadi percaya kepada nasabah atau anggota 
karena adanya BMT yang akan mewakilinya 
dalam menanamkan investasi. Atas jasa ini, BMT 
dapat menerapkan fee manajemen. Besarnya fee 
tergantung dengan kesepakatan bersama 
(antarodhim minkum).
21
 
Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi 
apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank 
untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa 
tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso, dan 
transfer uang.
22
 
b. Kafalah / Garansi 
Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh 
penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi 
kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. 
Dari pengertian ini, kafalah berarti mengalihkan 
tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada 
orang lain yang menjamin. 
Dalam praktiknya, BMT dapat berperan sebagi 
penjamin atas transaksi bisnis yang dijalnkan oleh 
anggotanya. Rekanan bisnis anggota dapat 
semakin yakin akan kemampuan anggota BMT 
                                                          
21
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), 
(Yogyakarta:UII Press, 2004), h. 171-172 
22
 Adiwarman Kamir, Bank Islam : Analisis fiqh dan  keuangan, 
(Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 97 
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tersebut dalam memenuhi pesanan atau 
membayar sejumlah dana yang terhutang. Atas 
dasar jasa penjaminan ini, BMT dapat 
menerapkan sejumlah fee manajemen yang 
besarnya tergantung dengan kesepakatan. 
c. Al Hawalah / Pengalihan Piutang 
Al Hawalah/Hiwalah berarti pengalihan 
hutang dari orang yang berhutang kepada si 
penanggung. Dalam praktiknya, al hawalah dapat 
terjadi pada : 
- Factoring/Anjak Piutang, yakni 
nasabah/anggota yang mempunyai piutang 
mengalihkan piutang tersebut kepada BMT 
dan BMT membayarkannya kepada anggota, 
lalu BMT akan menagih kepada orang yang 
berhutang. 
- Post Date Check, yakni BMT bertindak 
sebagai juru tagih atas piutang anggota atau 
nasabah tanpa harus mengganti terlebih 
dahulu. 
- Bill Discounting, secra prinsip transaksi ini 
sama dengan hawalah pada umumnya. 
d. Ar Rahn (Gadai) 
Ar Rahn adalah menahan salah satu harta 
milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan 
29 
 
yang diterimanya. Dalam praktiknya, ar rahn 
dapat terjadi dua kemungkinan, pertama sebagai 
produk pelengkap dan kedua sebagai produk 
tersendiri. Sebagai produk pelengkap, ar rahn 
hanya dijadikan alternative pengikatan jaminan 
pada akad pembiayaan lain, misalnya pada kasus 
murabahah. 
Sedangkan sebagai produk tersendiri, BMT 
dapat mengembangkan produk ar rahn, sebagai 
alternative pembiayaan. Hal ini sangat 
dimungkinkan karena boleh jadi permintaan 
pembiyaan dari anggota atau nasabah tidak 
mungkin diakadkan dengan selain ar rahn. Dalam 
sistem ini, orang yang menggadaikan barangnya 
tidak akan dikenai bunga, tetapi BMT dapat 
menetapkan sejumlah fee atau biaya atas dasar 
pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi. 
Tentu saja besarnya fee tersebut sangat 
dipengaruhi banyak factor, di antaranya, masa 
gadai, jenis barangnya, dll. 
Sekilas biaya tersebut tidak berbeda dengan 
bunga. Tetapi sesungguhnya sangat berbeda. Jasa 
atau biaya administrasi tersebut hanya ditarik 
sekali dan tidak akan terakumulatif dengan jangka 
waktu, sedangkan bunga sangat bersifat 
30 
 
akumulatif dan dapat berlipat ganda, terlebih jika 
terjadi keterlambatan dalam membayar.
23
 
e. Al Qord 
Al Qord adalah pemberian harta kepada orang 
lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain 
al qard adalah pemberian pinjaman tanpa 
mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hasanah 
fiqh, transaksi al qard tergolong transaksi 
kebajikan atau tabarru atau ta’awuni. 
Karena sifatnya yang tidak memberikan 
keuntungan financial secara langsung, maka 
sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana 
social, meskipun BMT dapat mengalokasikan 
sebagian dana komersialnya untuk membiayai al 
qard.
24
 
Pembiayaan dengan prinsip jual-beli 
ditunjukan untuk memiliki barang, sedangkan yang 
menggunakan prinsip sewa ditunjukan untuk 
mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk 
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usaha kerja sama yang ditunjukan guna mendapatkan 
barang dan jasa sekaligus.
25
 
B. BI Checking 
1. Pengertian BI Checking 
BI Checking dapat diartikan sebagai proses 
permintaan informasi tentang informasi data seseorang 
yang terkait dengan data yang diolah Sistem Informasi 
Debitur yang dikelola Bank Indonesia, yang dalam 
outputnya biasanya disebut IDI History. IDI sendiri 
singkatan dari Informasi Debitur Individual.
26
 
Pelaksanaan BI checking ini merupakan salah satu unsur 
dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian 
pembiayaan. 
2. Peraturan BI Checking 
Sementara itu ringkasan peraturan Bank Indonesia 
Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang 
Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 143; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4784) yang mulai 
diberlakukan sejak tanggal 30 November 2007, berbunyi 
sebagai berikut : 
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1. Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem 
yang menyediakan informasi debitur yang 
merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur 
yang diterima oleh Bank Indonesia. 
2. Tujuan dari penyelenggaraan SID adalah dalam 
rangka memperlancar proses penyediaan dana, 
penerapan manajemen risiko, dan identifikasi 
kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang 
berlaku-serta meningkatkan disiplin pasar. 
3. Pihak yang diwajibkan untuk menjadi pelapor 
dalam SID adalah Bank Umum, BPR yang 
memiliki total asset sebesar Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau 
lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut, dan 
penyelenggara kartu kredit selain bank. 
4. BPR selain sebagaimana dimaksud pada angka 3, 
Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi 
Simpan Pinjam dapat menjadi pelapor dalam SID 
sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur 
dalam PBI. 
5. Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur 
kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, 
terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk 
posisi akhir bulan. Laporan debitur tersebut 
meliputi antara lain informasi mengenai debitur, 
33 
 
pengurus dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, 
agunan, penjamin, dan keuangan debitur. 
6. Pihak yang dapat meminta informasi debitur 
adalah pelapor, debitur, atau pihak lain. Debitur 
dapat meminta informasi debitur hanya atas nama 
debitur yang bersangkutan kepada Bank 
Indonesia atau kepada debitur tersebut. 
Permintaan tersebut diajukan dengan permohonan 
tertulis yang disampaikan langsung oleh debitur 
yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa, 
dengan menunjukkan asli bukti identitas diri dan 
asli surat kuasa dari debitur kepada pihak yang 
diberi kuasa. Pihak lain dapat meminta informasi 
debitur kepada Bank Indonesia dalam rangka 
pelaksanaan Undang-Undang dengan memenuhi 
persyaratan yang diatur dalam PBI. 
7. Informasi debitur yang diperoleh pelapor hanya 
dapat digunakan untuk pelapor dalam rangka 
kelancaran proses penyediaan dana, penerapan 
manajemen risiko, dan identifikasi kualitas 
debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank 
Indonesia yang berlaku.
27
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Berdasarkan publikasi melalui situs resmi Bank 
Indonesia, www. bi.go.id dapat diperoleh informasi bahwa 
masyarakat sendiri dapat memperoleh IDI historis. Informasi 
tersebut berisi sebagai berikut : 
Masyarakat dapat memperoleh IDI historis melalui 
lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit yang 
memberikan informasi fasilitas penyediaan dana/pembiayaan 
kepada masyarakat tersebut. Selain itu, permintaan IDI 
historis juga dapat disamapikan kepada Bank Indonesia 
dengan cara mengunjungi Gerai Info Bank Indonesia, atau 
Kantor Bank Indonesia setempat. 
28
 
 
C. Risiko 
1. Pengertian Risiko 
Risiko merupakan suatu konsepsi dengan 
berbagai makna tergantung atas konteks disiplin ilmu 
yang menggunakannya. Bagi orang awam, risiko berarti 
menghadapi kesulitan/bahaya, yang mungkin 
menimbulkan musibah, cedera, atau hal-hal semacam itu 
yang sifatnya akan merugikan. Risiko timbul karena ada 
kemungkinan variasa out-comes atau hasil yang akan 
diperoleh. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa risiko 
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itu timbul karena adanya kondisi ketidakpastian. Kondisi 
ketidakpastian timbul karena ketidaksempurnaan 
peramalan.
29
  
Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu 
kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan 
(anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan 
(unanticipated) yang berdampak negatif terhadap 
pendapatan dan permodalan bank.
30
 
Menurut Abbas Salim (2007) Risiko adalah 
ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan 
kerugian (loss). 
Menurut Herman Darmawi (2013) Risiko 
dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat 
buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. 
Dengan kata lain “Kemungkinan” itu sudah menunjukan 
adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan 
kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. 
Risiko menurut Wikipedia Indonesia adalah 
bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang 
sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. 
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Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai 
suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu 
keadaan yang tidak di kehendaki dapat menimbulkan 
kerugian. 
2. Jenis-jenis Risiko 
Penerapan manajemen risiko di bank syariah 
wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, 
ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. 
Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis 
transaksi produk/jasa dan jaringan usaha. Sementara itu, 
kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, 
infrastruktur pendukung dan kemampuan sumber daya 
insani. 
31
 
Adapun jenis jenis risiko antara lain : 
a. Risiko Pasar 
Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca  
dan rekening administrative akibat perubahan harga 
pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari 
asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
32
 
Risiko pasar terdiri atas risiko suku bunga, risiko nilai 
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tukar valuta asing dan komoditas, dan juga risiko 
harga ekuitas (equity price risk).
33
 
Menyadari pentingnya risiko pasar, Islamic 
Financial Service Board menerbitkan dokumen 
komprehensif mengenai standar manajemen risiko 
pada bulan Desember 2005.
34
 Yang berisi : 
“[Lembaga keuangan syariah] harus memiliki 
kerangka kerja yang tepat menyangkut manajemen 
risiko pasar (termasuk pelaporan) berkenaan dengan 
semua asset yang dimiliki, termasuk asset yang tidak 
siap dijual atau menghadapi volatilitas harga yang 
tinggi.”35 
b. Risiko Pembiayaan 
1. Dalam memberikan pembiayaan perlu ditekankan 
analisa pembiayaan yang cermat dengan 
memperlakukan prinsip kehati-hatian. 
2. Pemantauan kepatuhan anggota pembiayaan harus 
senantiasa dapat dikontrol melalui kartu 
pembiayaan setiap bulannya oleh bagian 
pembiayaan maupun manajer Koperasi Syariah. 
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3. Pengikatan agunan dilakukan secara nota riil 
setelah diadakan transaksi agunan dengan melihat 
NJOP bagi anggota pembiayaan yang 
menyerahkan jaminan dalam bentuk SHM 
(Sertifikat Hak Milik) atau harga pasaran bagi 
BPKB kendaraan mobil maupun motor setelah 
dibuktikan kebenarannya  nomor mesin dengan 
BPKB nya.
36
  
c. Risiko Likuiditas 
Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 
memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber 
pendanaan arus kas dan/atau asset likuid berkualitas 
tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu 
aktivitas dan kondisi keuangan bank. 
37
 Likuiditas 
diperlukan bank untuk mengimbangi fluktuasi neraca 
yang terduga maupun tidak terduga dan untuk 
menyediakan dan bagi pertumbuhan (Iqbal dan 
Mirakhor 2007).  
Likuiditas mencerminkan kemampuan bank 
untuk memenuhi penarikan simpanan dan investasi 
lain serta untuk memenuhi permintaan dana bagi 
portofolio memadai ketika dia dapat memperoleh dan 
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yang dibutuhkan (dengan meningkatkan liabilitas, 
menambah modal, atau menjual asset) secara cepat 
dan pada biaya yang wajar. Likuiditas adalah fungsi 
dari kondisi pasar dan pandangan pasar mengenai 
risiko yang melekat pada lembaga peminjam.
38
 Risiko 
likuiditas yang berlaku pada bank syariah terdiri dari 
dua jenis : kurangnya likuiditas di pasar dan 
kurangnya akses pendanaan. Pada jenis pertama, asset 
yang tidak likuid menyulitkan lembaga keuangan 
dalam memenuhi liabilitas dan kewajiban keuangan. 
Pada jenis kedua, lembaga tidak mampu meminjam 
atau mengumpulkan dana dengan biaya yang wajar 
ketika diperlukan.
39
 Adapun pinsip IFSb mengenai 
Risiko Likuiditas : 
[Lembaga keuangan syariah] harus memiliki kerangka 
kerja pengelolaan likuiditas (termasuk pelaporan) 
dengan mempertimbangkan secara terpisah dan 
keseluruhan eksposur likuiditasnya atas setiap 
kategori rekening giro, akun investasi tak terbatas, 
dan akun investasi terbatas. 
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[Lembaga keuangan syariah] harus mengambil risiko 
likuiditas yang sepadan dengan kemampuan mereka 
untuk memiliki dan berbasis Syariat lain untuk 
mengurangi risiko tersebut.
40
 
d. Risiko Operasional 
Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses 
internal yang kurang memadai, kegagalan proses 
internal, kesalahan manusia, kegagalan system, 
dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang 
memengaruhi operasional bank.
41
 Risiko operasional 
dianggap tinggi dalam daftar risiko-risiko yang 
dihadapi oleh bank syariah. 
 Survei yang dilakukan oleh Khan dan Ahmed 
(2001) menunjukkan bahwa manajer bank syariah 
menganggap risiko operasional sebagai risiko yang 
paling penting setelah risiko markup. Survei tersebut 
menemukan bahwa risiko operasional lebih rendah 
dalam perjanjian pendapatan-tetap murabahah 
(penjualan biaya-plus) dan ijarah (leasing) serta lebih 
tinggi dalam perjanjian penjualan tangguhan atau 
salaam (pertanian) dan istisnah (manufaktur). 
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Peringkat yang relative lebih tinggi dari instrument ini 
menunjukan bahwa bank menganggap perjanjian ini 
lebih rumit dan sulit untuk dilaksanakan.
42
 
e. Risiko Hukum 
Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau 
kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain 
karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang 
mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak 
dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan 
agunan yang tidak sempurna. 
43
 Banyaknya 
pengalaman dan kasus yang terjadi di perbankan 
syariah menunjukkan bahwa risiko hukum terjadi 
karena lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank 
syariah, ketiadaan, dan/atau perubahan peraturan 
perundang-undangan yang menyebabkan suatu 
transaksi yang telah dilakukan bank syariah menjadi 
tidak sesuai dengan ketentuan yang aka nada, dan 
proses litigasi, baik yang timbul dan gugatan pihak 
ketiga terhadap bank syariah maupun bank syariah 
terhadap pihak ketiga.  
Kegagalan manajemen risiko hukum dapat 
menimbulkan penarikan besar-besaran dan pihak 
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ketiga, menimbulkan likuiditas, ditutupnya bank oleh 
otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan.
44
 
f. Risiko Reputasi 
Risiko reputasi adalah risiko akibat 
menurunnya tidak kepercayaan para pemangku 
kepentingan yang bersumber dari presepsi negatif 
terhadap bank syariah.
45
 Risiko ini timbul antara lain 
karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor 
mengenai bank syariah yang bersifat negatif, serta 
adanya strategi komunikasi bank syariah yang kurang 
efektif.  
Adiwarman Karim (2004) menyatakan bahwa 
hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi 
antara lain manajemen, pemegang saham, pelayanan 
yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah, 
dan publikasi. Kegagalan manajemen risiko reputasi 
dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dan 
pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, 
ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa 
mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan 
manajemen risiko reputasi adalah untuk 
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mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian 
dari risiko reputasi bank syariah.
46
 
g. Risiko Strategis 
Risiko Strategis adalah risiko akibat 
ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau 
pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan 
dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 
Risiko ini timbul antara lain karena bank syariah 
menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi 
dan misi bank, melakukan analisis lingkungan 
strategis yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat 
ketidaksesuaian rencana strategis (strategic plan) 
antarlevel strategis. 
Risiko strategis dapat bersumber antara lain 
dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan 
ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem 
informasi manajemen (SIM) yang kurang memadai, 
hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang 
kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang 
terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi 
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strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan 
lingkungan bisnis.
47
 
h. Risiko Kepatuhan 
Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank 
tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan 
peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 
berlaku serta prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat 
bersumber antara lain dari perilaku setidaknya, yakni 
perilaku/aktivitas bank yang menyimpang atau 
melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Risiko ini juga disebabkan 
tidak dipatuhinya ketentuan dalam penyediaan 
produk, ketentuan dalam pemberian pembiayaan, 
ketentuan perpajakan, ketentuan dalam akad, dan 
kontrak serta fatwa Dewan Syariah Nasional – 
Majelis Ulam Indonesia (DSN-MUI).  
Risiko ketidakpatuhan juga bisa terjadi pada 
ketidakpatuhan unit operasional bank syariah 
melanggar kebijakan manajemen terhadap suatu 
transaksi bank syariah.
48
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i. Risiko Imbal Hasil 
Risiko imbal hasil (rate of return risk) adalah 
risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang 
dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi 
perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari 
penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku 
nasabah dana pihak ketiga bank. Risiko ini timbul 
antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah 
dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh 
perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang 
diterima dari bank syariah. Perubahan ekspetasi bisa 
disebabkan oleh factor internal seperti menurunnya 
nilai asset bank dan/atau factor eksternal seperti 
naiknya return/ imbal hasil yang ditawarkan bank 
lain.
49
 
j. Risiko Investasi 
Risiko investasi (equity investment risk) 
adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian 
usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi 
hasil berbasis bagi hasil. Risiko ini timbul apabila 
bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil 
kepada nasabah di mana bank ikut menanggung risiko 
atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (profit and 
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loss sharing). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil 
tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau 
penjualan yang diperoleh nasabah, namun dihitung 
dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. 
Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, 
jumlah pokok pembiayaan diberikan bank kepada 
nasabah tidak akan diperoleh kembali.
50
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BAB III 
PEMBIAYAAN >25 JUTA TANPA BI CHEKING PADA BMT 
AMANAH USAHA MULIA MAGELANG 
 
A. Gambaran Umum BMT Amanah Usaha Mulia Magelang 
1. Sejarah Berdirinya BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang 
Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini 
demikian pesatnya. Instrumen lembaga keuangan syariah 
di Indonesia saat ini sudah bisa membentuk Syariah 
Finance Cycle, yang mana sudah terbentuknya lembaga 
keuangan syariah dari yang paling bawah sampai kepada 
reksadana syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah – 
Baitul Maal Wattamwil ( BMT ) sebagai ujung tombak 
lembaga keuangan syariah saat ini tumbuh semakin 
banyak dengan beragam pola operasionalnya. Wilayah 
Kabupaten Magelang saat ini memiliki lebih kurang 30 
BMT baik yang tergabung dalam  asosiasi maupun BMT 
cabang luar kota. Guna  meramaikan   pasar  lembaga   
keuangan   syariah   maka  kita   akan menghadirkan  
KJKS BMT AMANAH MULIA ( BMT AULIA ).
1
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Proses Pendirian BMT Amanah Mulia Magelang 
berawal dari ide Bapak Fajar Eko Prabowo, SE, H. Alim 
Abdullah, SE, Rudy Rusmanto, SE MM dan Wiryawan 
Budiharjo Wibowo, S.Pt pada tahun 2008. Beliau-beliau 
merupakan kalangan akademisi yang berpengalaman di 
bidang lembaga keuangan mikro, terutama bapak Rudy 
Rusmanto yang telah mempunyai pengalaman dalam 
pendirian dan pemgembangan BMT di kawasan Jawa 
Tengah, salah satunya Bapak Rudy dan rekan-rekan 
pernah mendirikan BMT Kharisma di Kota Magelang 
pada tahun 1994 selama 3 tahun, tahun 1998-2000 beliau 
mendirikan BMT Yaumi Fatimah di Kabupaten Pati, pada 
tahun 2001-2008 beliau kembali ke Kabupaten Magelang 
dan bekerja di BMT Bima sampai menjadi Manager 
Umum. Tidak pernah menyerah untuk mengembangkan 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah beliau melanjutkan 
karirnya di lembaga Perhimpunan BMT pada tahun 2008. 
Selama mendirikan BMT tersebut beliau selalu menjadi 
Manager Umum di setiap BMT yang pernah beliau 
dirikan. Dan sekarang BMT yang pernah beliau dirikan 
itu telah berkembang pesat dan tumbuh seiring 
perkembangan zaman.  
Berbekal pengalaman dan usaha yang tak 
mengenal lelah itulah beliau mendirikan BMT Amanah 
Mulia (BMT AULIA) Magelang ditahun 2009. Untuk 
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melakukan pengoprasian BMT, beliau dan para karyawan 
yang telah direkrutnya yaitu : Tri Wahyuni, Lilik Budi M 
dan Dian Angreani, mengikuti Seminar Sukses Mulia 
pada 4 Desember 2008. Setelah melakukan seminar di 
tahun 2008, para karyawan juga mengikuti pelatihan-
pelatihan di tahun 2009. Dari hasil pelatihan yang telah 
diikuti oleh semua karyawan akhirnya BMT Amanah 
Mulia Magelang melakukan operasional pertamanya pada 
tanggal 30 Mei 2009 setelah turunya nomor badan hukum 
dari lembaga terkait. Dan pada tanggal 25 Juni 2009 
semua karyawan BMT Amanah Mulia dilantik oleh 
Bupati Magelang waktu itu yaitu Ir. Singgih Sunyoto 
yang bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Jl. Raya 
Borobudur Sawitan Magelang. Yang dihadiri oleh Pejabat 
Muspida, kepala Dinas, tokoh masyarakat dan semua 
anggota koperasi yang dilantik
2
 
Berawal dengan modal sekitar Rp. 30.000.000 
soft opening pertama di bulan Desember 2008  dengan 
menempati kantor di jl. Raya Magelang – Jogja Blabak 
Mungkid dan karyawan 5 orang. Tepat tanggal 5 januari 
2009 maka kantor BMT AULIA resmi dibuka disaksikan 
oleh para pendiri dan ibu Hj. Hanifah Munir ( 
                                                          
2
 Nova Yulia Rahmasari “Strategi Penanganan Pembiayaan 
Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Ijarah di KJKS BMT Amanah Mulia 
Magelang” (Tugas Akhir – UIN Walisongo Semarang, 2016) 
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Almarhumah ) yang langsung membuka rekening 
Simpanan Sukarela Berjangka sebesar Rp. 100.000.000 ( 
Seratus Juta Rupiah ). 
Dalam perkembangannya KJKS BMT AMANAH 
MULIA berusaha untuk melakukan pelayanan anggota 
dengan baik maka dibukalah kantor kas di Daerah 
Bakalan Muntilan. Seiring dengan bertambahnya usia 
maka bertambah pula asset dari KJKS BMT AMANAH 
MULIA tetapi juga semakin komplek masalah yang 
dihadapi baik masalah internal manajemen maupun 
masalah operasional. Regulasi pemerintah pun mengalami 
perubahan dimana untuk semua lembaga keuangan mikro 
diberi pilihan yaitu mengikuti aturan OJK dengan tetap 
membawa nama KOPERASI JASA KEUANGAN 
SYARIAH ( KJKS ) atau ikut di bawah naungan 
Departemen Koperasi dengan merubah badan hukum 
menjadi KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN 
SYARIAH ( KSPPS ) dan harus menggunakan tiga nama. 
Maka demi mengikuti perubahan regulasi maka KJKS 
BMT AMANAH MULIA berubah menjadi KSPPS 
AMANAH USAHA MULIA.  
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2. Visi dan Misi  
a. Visi  
Menjadi KJKS BMT yang profesional, mandiri 
dan melayani anggota dengan prinsip-prinsip 
syariah. 
b. Misi 
1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada 
anggota sesuai dengan jati diri KJKS BMT 
AULIA. 
2) Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan 
syariah dengan efektif, efisien dan transparan. 
3) Menjalin kerja sama usaha dengan berbagai pihak 
 
 
3. Kelembagaan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang 
a. Identitas Lembaga  
Data mengenai BMT Amanah Usaha Mulia Magelang 
sebagai berikut : 
(a) Nama   :KSPPS AMANAH  USAHA 
MULIA  
(b) No. Badan Hukum   :  391/BH/XIV/16/V/2009 
(c) Tanggal Badan Hukum :  30 Mei 2009 
(d) Alamat Kantor   
- Kantor Pusat :  Ruko Ambartawang Jl. 
Raya Pasar 
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     Blabak Km 1 Ambartawang, 
     Mungkid – Kab. Magelang 
     Telp. (0293) 3280449 
Kantor Kas:  l. Lintas Bakalan, Tamanagung,  
Muntilan - Magelang  
     Telp. (0293) 5562139 
(e )Email  :  bmtaulia@yahoo.com  
b. Susunan Pengurus  
Susunan kepengurusan BMT Amanah Usaha Mulia 
adalah sebagai berikut : 
Pengawas Syariah :Ustadz Muhtadi Kadi, Lc 
Pengawas Managemen : Andi Tri Nugroho 
Pengurus   
Ketua   :Rudy Rusmanto, SE      MM 
Sekretaris  : Isa Sudirman, AMd 
Bendahara  : Siti Jariyah 
Pengelola    
Manage r : Dwi Budi Santoso, AMd 
Pembukuan : Tri  Wahyuni, S.Pd 
Pembiayaan : Erfan Dwi Harsono, Amd 
     Lilik Budi Martanto, SPt 
     Pujianto 
  Reza Robby Denis 
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Adm Pembiayaan & Umum : Indah Yuliana 
Teller    : Yuanita Nilasari,SH 
4. Keanggotaan   
Jumlah anggota BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang per Januari 2018 adalah sekitar 2.200 
orang. 
5. Produk-produk BMT Amanah Usaha Mulia Magelang 
Produk layanan pada BMT Amanah Usaha Mulia 
dibagi menjadi 2, yaitu produk layanan simpanan dan  
produk layanan pembiayaan. Adapun uraiannya sebagai 
berikut : 
1. Produk Layanan Simpanan 
a) Simpanan Sukarela (SI RELA AULIA) 
SI RELA merupakan simpanan/tabungan 
Mudharabah yaitu simpanan pihak ketiga yang di 
simpan di BMT atas dasar akad wadi’ah (titipan) 
dan BMT berkewajiban memelihara dana tersebut 
yang oleh para penyimpan sewaktu-waktu dapat 
menambah dan mengambil simpanannya setiap 
saat (jam kerja). 
b) Simpanan Sukarela Berjangka  (SI SUKA 
AULIA) 
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SI SUKA merupakan simpanan investasi 
jangka panjang berupa deposito yang penarikanya 
hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo saja. 
c) Simpanan Sukarela Kurban (SIMKU AULIA) 
SIMKU merupakan simpanan cicilan ringan 
untuk berkurban, yaitu meringankan anggota agar 
bisa melakukan kurban. 
d) Simpanan Haji (SIJI AULIA) 
SIJI merupakan simpanan khusus untuk 
persiapan Haji & Umroh. 
2. Produk Layanan Pembiayaan  
a) Al-Mudharabah 
Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha 
antara dua pihak dimana satu pihak sebagai 
pemilik modal (shahibul maal) yang 
menyerahkan modalnya kepada pihak satunya 
yaitu pekerja/pedagang/pelaku usaha (mudharib) 
untuk diputarkan sebagai usaha. Keuntungan 
usaha akan dibagi menurut kesepakatan bersama 
dan apabila ada kerugian yang tidak disebabkan 
oleh kelalaian mudharib maka akan ditanggung 
pemilik modal. Dalam BMT pembiayaan 
mudharabah banyak digunakan untuk tambahan 
modal usaha anggota yang kebanyakan penjual di 
pasar. 
55 
 
b) Al-Murabahah 
Pembiayaan murabahah merupakan 
pembiayaan yang diberikan untuk pembelian 
barang yang diperlukan anggota, dan anggota 
akan membayar secara tangguh pada waktu yang 
telah ditentukan sebesar harga barang ditambah 
mark up yang diberikan kepada BMT. 
Pembiayaan murabahah di BMT Amanah Mulia 
bisa digunakan untuk membeli barang berupa 
kendaraan atau rumah bagi anggota. 
c) Al-Musyarakah 
Pembiayaan musyarakah merupakan 
pembiayaan yang dilakukan untuk investasi atau 
modal kerja dengan kondisi berbagi modal dan 
pengelolaan antara BMT dengan anggota, dengan 
pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah 
disepakati. Pembiayaan musyarakah bisa 
digunakan anggota untuk modal kerja atau usaha 
baik usaha perdagangan maupun produksi. 
d) Al-Ijaroh 
Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan 
yang diberikan kepada anggota dengan akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang 
atau jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan 
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pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 
Pembiayaan ijarah digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan anggota yang berbentuk jasa maupun 
sewa barang seperti jasa pendidikan, jasa 
kesehatan, jasa Event Organiser, menyewakan 
gerobak, kios dan lain sebagainya. Dengan 
pembayaran angsuran/tangguh. 
Selain produk yang tersebut di atas, BMT 
Amanah Mulia juga mempunyai produk layanan yang 
bertujuan untuk lebih mempermudah anggota atau 
masyarakat sekitar untuk melakukan pembayaran 
yang bersifat konsumtif , produk layanan tersebut 
meliputi: 
1) Pembayaran listrik 
2) Pembayaran rekening telepon 
3) Pembelian pulsa. 
BMT Amanah Mulia juga mengelola dan 
menyalurkan dana untuk anggota dan masyarakat 
umum melalui :  
a. Dana Ta’awun  
Dana ta’awun yaitu dana yang dikelola BMT 
untuk disalurkan ke anggota untuk membayar 
asuransi jika anggota meninggal, dengan catatan 
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pembiayaan lancar. Dana ta’awun dimasukkan 
dalam rekening simpanan biasa dengan 
mengambil dana sebesar 0,15 % dari plafond 
pencairan. Dana ta’awun dikelola kerja sama 
dengan PT. Permodalan BMT Ventura Jakarta.  
b. Baitul Maal (Dana ZIS)  
Baitul Maal merupakan dana yang disalurkan 
untuk masyarakat berupa Zakat, Infaq dan 
Shodaqoh disalurkan untuk aktivitas:  
ii. Al-Qardhul Hasan (Pembiayaan 
Kebajikan) 
iii. Santunan Dhuafa:  
a. Pemberian beasiswa  
b. Pemberian sembako untuk dhuafa 
c. Aktivitas sosial lainnya  
b. Dana Sosial  
Sebagai lembaga Ekonomi Syari’ah, 
BMT tidak hanya bergerak pada pengembangan 
Profitabilitas (Baitut Tamwil), namun juga 
bergerak dalam bidang Sosial. BMT Amanah 
Mulia sering membantu korban yang terkena 
bencana, tidak hanya bersifat moril tapi juga 
bersifat materiil. BMT Amanah Mulia membantu 
secara terjun langsung dengan menjadi membantu 
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tim SAR (Search and Rescue) yang tergabung 
dalam SAR BMT Jawa Tengah.
3
 
 
B. Pembiayaan >25 juta Tanpa BI Checking Pada BMT 
Amanah Usaha Mulia Magelang 
 
BMT Amanah Usaha Mulia Magelang memiliki 
beberapa jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan tersebut 
ialah pembiayaan guna modal usaha (al-Mudharabah), 
membeli barang/renovasi rumah (al-Murabahah), modal 
kerja/usaha perdagangan maupun produksi (al-Musyarakah), 
jasa maupun sewa (al-Ijarah). Pembiayaan yang paling 
diminati oleh nasabah adalah pembiayaan BMT Amanah 
Usaha Mulia Magelang adalah pembiayaan modal usaha 
dengan akad al-Mudharabah. 
Pembiayaan pada BMT Amanah Usaha Mulia dapat 
diajukan mulai sebesar Rp. 500.000 sampai dengan lebih dari 
Rp. 25.000.000.  Untuk pembiayaan >25 juta pada BMT 
Amanah Usaha Mulia Magelang, calon anggota/nasabah dapat 
menggunakan produk layanan pembiayaan yang sudah 
tersedia di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, tergantung 
dengan masalah dan kebutuhan calon anggota/nasabah. Ketika 
mengajukan pembiayaan dengan nominal yang besar, 
lembaga perbankan akan menggunakan BI checking untuk 
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mencari informasi tentang kolektibilitas calon debitur 
tersebut. Akan tetapi berbeda dengan yang ada pada BMT 
Amanah Usaha Mulia Magelang yang tidak menggunakan 
sistem BI checking untuk dana pembiayaan dengan nominal 
kecil maupun nominal besar. Dengan tidak adanya 
pengecekan kolektabilitas calon debitur BMT Amanah Usaha 
Mulia Magelang bukan berarti BMT dengan mudah 
memberikan pembiayaan tanpa adanya analisis dan survey 
yang detail. 
 
1. Syarat Pengajuan Pembiayaan 
Pembiayaan >25 juta tanpa BI checking merupakan 
pembiayaan yang cukup besar pada sebuah BMT. Syarat 
dan prosedur pada saat pemberian pembiayaan >25 juta 
tanpa BI checking juga harus berjalan dengan baik, 
sehingga dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi. 
Mulai dari permohonan pembiayaan dilakukan secara 
tertulis dari anggota kepada marketing ataupun customer 
service dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. 
Ketika proses permohonan pembiayaan ini calon nasabah 
harus menyertakan persyaratan. Adapun syarat-syarat 
untuk melakukan pembiayaan dengan ketentuan yang 
sudah ditentukan oleh BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang, antara lain : 
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a. Mengisi aplikasi permohonan 
b. Menyerahkan fotocopy KTP suami dan istri  
c. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga 
d. Menyerahkan fotocopy jaminan 
e. Bersedia disurvey 
Persyaratan diatas jika diterima oleh bagian customer 
service akan diserahkan ke bagian marketing untuk dicek 
kelengkapan dan dilakukan wawancara terhadap anggota atas 
kebenaranya.  
2. Prosedur Pemberian Pembiayaan 
Dalam pemberian pembiayaan >25 juta ini dibutuhkan 
pedoman atau prosedur demi kelancaran pembiayaan yang 
akan dilakukan dan mengurangi terjadinya risiko 
pembiayaan bermasalah. Prosedur pemberian pembiayaan 
tersebut adalah : 
1. Calon nasabah datang ke BMT atau bisa 
menghubungi BMT melalui telepon kemudian 
menghubungi marketing BMT untuk mengajukan 
permohonan pembiayaan. 
2. Petugas BMT (marketing) akan mendatangi anggota 
dan memberikan blangko permohonan pembiayaan 
antara lain berisi: Nama pemohon, tempat dan 
tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomer telepon, 
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jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang 
diminta, jangka waktu angsuran, dan lain-lain. 
3. Untuk kelengkapan data, maka calon anggota harus 
menyerahkan berupa fotocopy Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) suami dan istri atau wali, fotocopy 
Kartu Kelurga (KK), dan fotocopy jaminan. 
4. Menyerahkan bukti agunan/jaminan fisik berupa 
BPKB (motor, mobil), SHM (tanah), fotocopy bukti 
jaminan.  
5. Calon anggota menandatangani surat permohonan 
pembiayaan tersebut dan diserahkan kepada 
marketing. 
6. Bagian marketing meneliti keaslian kelengkapan 
pembiayaan, misalnya tanda tangan KTP, fotocopy 
jaminan, dan lain-lain. 
7. Marketing kemudian menyerahkan berkas-berkas 
permohonan pembiayaan calon nasabah kepada 
akunting.  
8. Marketing pembiayaan akan survey dan membuat 
analisa kelayakan pembiayaan calon anggota baik 
dari segi kualitatif, meliputi: karakter, watak, 
kepribadian, serta komitmen calon nasabah dan juga 
dari segi kuantitatif, yaitu menghitung kemampuan 
membayar calon nasabah dengan cara menghitung 
pendapatan dan biaya-biaya yang menjadi beban 
62 
 
calon anggota untuk mengetahui pendapatan bersih 
calon anggota untuk membayar angsuran kepada 
BMT. Dalam menyurvei, pihak yang akan 
menyurvei disesuaikan dengan pembiayaan yang 
diajukan seperti : 
a. Pembiayaan sebesar Rp. 500.000 – Rp. 
10.000.000 disurvei oleh kepada marketing. 
b. Pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000 – Rp. 
25.000.000 disurvei oleh manajer operasional. 
c. Pembiayaan sebesar lebih dari Rp. 25.000.000 
disurvei oleh manajer operasional dan manajer 
umum.  
9. Usulan pembiayaan yang telah dibuat marketing 
selanjutnya akan diusulkan kepada komite 
pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan. Atas 
usulan tersebut komite pembiayaan memiliki hak 
sepenuhnya untuk menyetujui atau menolak suatu 
permohonan pembiayaan, bila disetujui, biasanya 
komite pembiayaan akan memberikan catatan-
catatan atau disposisi atas hal-hal yang perlu 
dipenuhi, dilengkapi, atau dijalankan dalam 
pemberian pembiayaan. Setiap disposisi yang 
dibuat oleh komite pembiayaan harus diperhatikan 
oleh marketing. 
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10. Apabila menurut manajer permohonan pembiayaan 
calon anggota di anggap tidak layak dan tidak 
memenuhi kriteria yang di biayai, maka calon 
anggota akan diberi surat penolakan pembiayaan. 
Tetapi jika proses pengajuan permohonan 
pembiayaan telah disetujui oleh manajer, maka 
akunting atau marketing akan menghubungi calon 
nasabah melalui telepon.  
11. Dengan disetujuinya pembiayaan, anggota 
menunggu pencairan pembiayaan dari BMT.  
12.  Setelah itu pihak BMT akan mendatangi anggota 
atau anggota datang ke kantor dengan dilanjutkan 
akad pembiayaan antara BMT dengan calon 
anggota. Pada saat itu juga BMT akan meminta 
anggota menyerahkan agunan/jaminan dan 
mencairkan dana pembiayaan. 
13.  Pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran 
atau dicicil sesuai dengan akad perjanjian 
kesepakatan kedua belah pihak (BMT dan anggota).  
14.  Dan pada akhirnya dana dapat diberikan kepada 
nasabah pembiayaan dan seluruh surat perjanjian 
dan kuintansi harga yang sudah sah dikumpulkan 
pada bagian adminitrasi pembiayaan untuk 
dijadikaan arsip. 
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BAB IV 
RESIKO PEMBERIAN PEMBIAYAAN TANPA 
MENGGUNAKAN BI CHECKING (STUDI 
PEMBERIAN PEMBIAYAAN >25 JUTA DI BMT 
AMANAH USAHA MULIA MAGELANG) 
 
Dalam pemberian pembiayaan >25 juta tanpa 
menggunakan BI checking di BMT  Amanah Usaha Mulia 
Magelang memiliki beberapa proses atau prosedur yang sudah 
diterapkan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang 
prosedur pembiayaan >25 juta pada BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang serta risiko-risiko yang akan muncul pada pembiayaan 
>25 juta tanpa menggunakan BI checking pada BMT Amanah 
Usaha Mulia Magelang. 
A. Prosedur Pemberian Pembiayaan >25 juta tanpa 
Menggunakan BI Checking pada BMT Amanah Usaha 
Mulia Magelang 
Anggota yang datang ke BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang untuk dapat memperoleh pembiayaan tentu BMT 
tidak dapat langsung memberikan pembiayaan yang 
dikehendakinya begitu saja. Sebuah pembiayaan mengandung 
risiko sehingga BMT sebelum memutuskan memberikan 
pembiayaan perlu informasi mengenai data-data calon 
penerima pembiayaan. Data-data tersebut sangat penting bagi 
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BMT untuk menilai keadaan dan kemampuan penerima 
pembiayaan sehingga dapat menumbuh kepercayaan BMT 
untuk memberikan pembiayaannya. 
Seperti yang sudah dijelaskan pada bab III mengenai 
prosedur pembiayaan pada BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang yang secara garis besar sebagai berikut : 
a. Mengajukan surat permohonan pembiayaan 
Isi surat permohonan tersebut antara lain, identitas calon 
anggota, bidang usaha calon anggota, jumlah pembiayaan 
yang diajukan, dan tujuan pemakaian pembiayaan, serta 
menyerahkan fotocopy jaminan jika pembiayaan dengan 
nominal yang besar. 
b. Bersedia disurvey oleh BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang, untuk pembiayaan >25 juta disurvey oleh 
manajer operasional dan manajer umum sesuai dengan 
ketentuan pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.  
c. Apabila calon anggota penerima pembiayaan tersebut 
layak untuk diberikan pembiayaan, maka pihak BMT 
akan mendatangi anggota atau anggota datang ke kantor 
dengan dilanjutkan akad pembiayaan antara BMT dengan 
calon anggota. Pada saat itu juga BMT akan meminta 
anggota menyerahkan agunan/jaminan dan mencairkan 
dana pembiayaan. 
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Agar pembiayaan tepat sasaran maka BMT Amanah 
Usaha Mulia Magelang memiliki alur dalam pemberian 
pembiayaan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang adalah 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosedur-prosedur dan alur pemberian 
pembiayaan tersebut dilakukan untuk meminimalisir dan 
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atau mengantisipasi risiko-risiko yang terjadi. Pada 
prinsipnya BMT baru akan memutuskan memberikan 
pembiayaan apabila BMT telah memperoleh keyakinan 
tentang calon anggota/penerima pembiayaannya. 
Pembiayaan >25 juta pada BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang tanpa adanya BI checking juga menggunakan 
prosedur yang sama seperti pembiayaan dengan nominal 
yang kecil. Akan tetapi risiko besar yang akan dihadapi 
oleh BMT, apabila pemberian pembiayaan tidak hati-hati, 
sehingga BMT akan melakukan prosedur tambahan 
sebagai berikut :  
1. Analisa survey yang detail 
Setelah mengetahui secara sepintas mengenai data 
calon anggota dengan data yang diberikan pada saat 
pengajuan pembiayaan, selanjutnya akan dilakukan sistem 
pemberian pembiayaan oleh BMT. Pada Pasal 8 Ayat (1) 
menyebutkan; Dalam memberikan kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib 
mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 
mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta 
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya 
atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan 
yang diperjanjikan. 
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Untuk memperoleh keyakinan maka BMT 
sebelum memberikan keputusan tentang pemberian 
pembiayaan, dilakukan penilaian terhadap calon anggota 
berupa penilaian watak, modal, kemampuan, agunan, dan 
prospek usaha debitur. Dalam dunia perbankan kelima 
faktor penilaian tersebut dikenal dengan sebutan 5c 
(Character, Capacity,Capital, Collateral, dan Condition 
of economic). 
Seperti yang dijelaskan Rudy Rusmanto selaku 
ketua BMT Amanah Usaha Mulia Magelang; untuk 
mengantisipasi risiko yang akan muncul atau yang tidak 
diinginkan yaitu dengan melakukan survey yang detail 
terhadap calon anggota, survey tersebut menggunakan 
prinsip analisis 5C (Character, Capacity, Capital, 
Collateral, Conditions).”1 
Meskipun demikian perlu dilakukan pembahasan 
satu per satu mengenai kelima faktor tersebut sehingga 
akan menjadi jelas apa yang dimaksudkan. Dalam buku 
Manajemen Perbankan (Kasmir, 2014)  Prinsip pemberian 
pembiayaan dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
 
 
                                                          
1
 Rudy Rusmanto, Wawancara Ketua BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang, Tanggal 5 Juni 2018 
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1) Character (Watak) 
Pengertian character adalah sifat atau watak 
seseorang dalam hal ini calon anggota/debitur. 
Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada 
BMT bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang 
akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat 
dipercaya. Character merupakan ukuran untuk 
menilai “kemauan” anggota membayar 
pembiayaannya. 
2) Capacity (Kemampuan) 
Untuk melihat kemampuan calon anggota dalam 
membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan 
kemampuannya mengelola bisnis serta 
kemampuannya mencari keuntungan. Sehingga pada 
akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam 
mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. 
3) Capital (Modal) 
Biasanya bank/BMT tidak akan bersedia untuk 
membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap 
nasabah/anggota yang mengajukan permohonan 
pembiayaan harus pula menyediakan dana dari 
sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, 
capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber 
pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha 
yang akan dibiayai oleh bank/BMT. 
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4) Colleteral (Jaminan) 
Merupakan jaminan yang diberikan calon 
nasabah/anggota baik yang bersifat fisik  maupun 
nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah 
pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus 
diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu 
masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat 
dipergunakan secepat mungkin. 
5) Condition (Kondisi) 
Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai 
kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang 
akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam 
kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya 
pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan 
diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan 
sebaiknya dengan melihat prosepek usaha tersebut di 
masa yang akan datang. 
 
2. Mengharuskan menggunakan jaminan dan adanya 
pengikatan jaminan 
 
Kata “jaminan” dalam peraturan perundang-
undangan dapat dijumpai pada pasal 1131 KUH Perdata 
dan Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, namun dalam 
kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang 
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dimaksud dengan jaminan. Meskipun demikian dari kedua 
ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa jaminan erat 
hubungannya dengan masalah utang. biasanya dalam 
perjanjian pinjam-meminjam uang, pihak kreditur 
meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan 
berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan 
pelunasan utang apabila setelah jangka waktu yang 
diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya.
2
 
Dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah 
pemberian keyakinan kepada pihak kreditur atas 
pembayaran utang-utang yang telah diberikan kepada 
debitur, dimana hal ini terjadi karena hukum ataupun 
terbit dari suatu perjanjian yang bersifat assesoir terhadap 
perjanjian pokoknya-berupa perjanjian yang menerbitkan 
utang-piutang
3
, apabila dalam waktu yang ditentukanm 
terjadi kemacetan pembayaran utang debitur. 
Dengan adanya jaminan dan pengikatan jaminan 
merupakan suatu prosedur kehati-hatian yang dilakukan 
oleh BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, karena 
pemberian pembiayaan dengan nominal >25 juta tanpa 
adanya BI checking sangat beresiko bagi BMT. Adapun 
fungsi pengikatan jaminan bagi BMT yaitu untuk 
                                                          
2
 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, 
(Jakarta:Rineka Cipta,2009), h.196 
3
 Munir Fuadi, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta:Gelora Aksara 
Pratama, 2013), h. 8 
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mengamankan pemberian pembiayaan dari risiko yang 
mungkin akan terjadi, memberikan hak dan kekuasaaan 
kepada BMT guna mendapatkan pelunasan dengan 
barang-barang tersebut bila anggota/nasabah wanprestasi, 
dan yang paling penting adalah untuk mendorong nasabah 
melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, 
tanpa harus kehilangan kekayaan yang dijaminkan kepada 
BMT. 
Secara umum barang-barang yang sering 
dijadikan jaminan pembiayaan pada BMT Amanah Usaha 
Mulia Magelang adalah BPKB sepeda motor, BPKB 
mobil, sertifikat rumah, dan sertifikat tanah. Jaminan yang 
diikat adalah jaminan materiil dan inmateril, dimana 
jaminan materiil berupa barang bergerak dan barang tidak 
bergerak, sedangkan untuk jaminan inmateriil berupa 
personal garansi dan corporate garansi. Pengikatan 
terhadap jaminan tidak bergerak berupa hak tanggungan 
dan hipotik, sedangkan pengikatan terhadap benda 
bergerak berupa gadai dan fidusia. 
Menurut Rudy Rusmanto selaku ketua BMT 
Amanah Usaha Mulia Magelang, untuk mengantisipasi 
risiko yang akan muncul setelah survey yang detail, yaitu 
dengan mengharuskan anggota menyertakan jaminan 
untuk pembiayaan >25 juta dan serta adanya pengikatan 
jaminan. Jaminan digunakan untuk menutupi risiko 
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kerugian yang ditanggung pihak BMT apabila anggota 
tidak mampu melunasi pembiayaan yang telah dipinjam, 
artiya agunan tersebut dapat digunakan sebagai sumber 
pelunasan pembiayaan dengan cara dilelang ataupun 
dijual. Akan tetapi pada BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang apabila terjadi pembiayaan bermasalah atau 
kegagalan pembiayaan, BMT akan menggunakan cara 
kekeluargaan agar masalah dapat diselesaikan tanpa 
adanya pelelangan ataupun penjualan jaminan.
4
 
 
3. Adanya Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) 
untuk menghindari risiko 
  
 Selanjutnya, dalam membicarakan sistem pemberian 
pembiayaan yaitu dengan adanya Batas Maksimal 
Pemberian Kredit (BMPK) untuk menghindari risiko. 
Penerapan BMPK dilakukan karena dalam hubungannya 
dengan prinsip kehati-hatian bank dalam melayani 
kepentingan anggota/nasabah
5
 
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian 
                                                          
4
 Rudy Rusmanto, Wawancara Ketua BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang, Tanggal 5 Juni 2018 
5
 Rudy Rusmanto, Wawancara Ketua BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang, Tanggal 5 Juni 2018 
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Kredit BPR, BMPK adalah presentase maksimal realisasi 
penyediaan dana terhadap modal BPR yang mencakup 
kredit dan penempatan dana BPR di bank lain, kecuali 
giro. Tujuan BMPK dimaksudkan untuk mengatur 
penyaluran fasilitas kredit agar dana bank yang diperoleh 
dari simpanan masyarakat tidak dinikmati oleh 
sekelompok debitur tertentu. Hal ini berarti termasuk 
mengatur penyebaran risiko kemacetan kredit demi 
keamanan dan kesehatan bank itu sendiri.
6
 
Sesuai dengan namanya BMPK, telah diatur di dalam 
UU Perbankan tentang berapa besarnya maksimum 
pemberian kredit yang wajib dipatuhi oleh bank. Dalam 
hal tersebut penyediaan dana kepada grup atau perusahaan 
kelompoknya, Pasal 11 Ayat (2) menetapkan BMPK 
sebesar 30% dari modal bank sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan oleh BI, untuk BMPK kepada orang yang 
ditetapkan dalam Pasal 11 Ayat (4) paling tinggi 10% dari 
modal bank .  
Apabila BMT Amanah Usaha Mulia menggunakan 
prisip BMPK tersebut, maka pemberian pembiayaan bagi 
grup atau perusahaan tidak akan akan lebih dari 30% dari 
modal BMT Amanah Usaha Mulia dan tidak akan lebih 
                                                          
6
 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, 
(Jakarta:Rineka Cipta,2009), h.162 
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dari 10% bagi pembiayaan perorangan. BMPK pada BMT 
Amanah Usaha Mulia Magelang yaitu sebesar Rp. 
30.000.000. 
B. Risiko Pemberian Pembiayaan tanpa Menggunakan BI 
Checking 
BI checking adalah laporan yang dikeluarkan oleh 
Bank Indonesia yang berisi record pinjaman nasabah di 
lembaga keuangan. Hasil BI checking menjadi filter pertama 
penentu apakah pengajuan pembiayaan calon nasabah bisa 
disetujui atau tidak. Pelaksanaan BI checking ini merupakan 
salah satu unsur penerapan prinsip kehati-hatian dalam 
pengucuran pembiayaan untuk mengurangi risiko pembiayaan 
bermasalah. Setiap permohonan pembiayaan ke bank wajib di 
BI checking terlebih dahulu oleh bank yang bersangkutan. 
Bank dapat melihat nasabah sudah mempunyai pembiayaan di 
bank lain atau belum, kalau sudah apakah pembiayaan 
tersebut lancar atau tidak.  
Bank dapat mengidentifikasi karakter nasabah melalui 
BI checking dalam proses pengambilan keputusan 
pembiayaan. Karakter mempunyai porsi paling besar dalam 
pengambilan keputusan pemberian pembiayaan, karena 
karakter bisa menentukan kesanggupan dan tanggung jawab 
calon nasabah atau mitra terhadap kewajiban angsurannya, 
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pembayaran angsuran bagi hasil maupun pelunasan pokok 
pembiayaan berdasarkan tepat waktu. 
Sementara itu ringkasan peraturan Bank Indonesia 
Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang 
Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 143; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4784) yang mulai 
diberlakukan sejak tanggal 30 November 2007, yang beberapa 
isinya menegaskan bahwa : 
1. Pihak yang diwajibkan untuk menjadi pelapor 
dalam SID adalah Bank Umum, BPR yang 
memiliki total asset sebesar Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau 
lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut, dan 
penyelenggara kartu kredit selain bank. 
2. BPR selain sebagaimana dimaksud pada angka 
diatas, Lembaga Keuangan Non Bank, dan 
Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi pelapor 
dalam SID sepanjang memenuhi persyaratan yang 
diatur dalam PBI. 
BMT Amanah Usaha Mulia Magelang berdiri pada 
bulan Desember 2008, dengan modal sekitar Rp. 30.000.000 
pada saat soft opening dan per 2017 memiliki asset Rp. 
3.829.676.422. Jumlah asset tersebut jauh dari jumlah 
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minimal pihak yang diwajibkan melaporkan SID sesuai 
dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 
tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4784) yang mulai diberlakukan sejak tanggal 30 November 
2007, yaitu sebesar Rp.10.000.000.000 dan BMT Amanah 
Usaha Mulia bukan termasuk dari Bank Umum dan atau BPR. 
Sebagai BMT penyedia jasa pembiayaan atau lender 
yang tidak menggunakan BI checking akan selalu menghitung 
risiko pinjaman yang akan dikucurkan kepada seorang 
anggota/debitur. Pembiayaan yang dilakukan pada koperasi 
syariah/BMT pada umumnya tidak menggunakan BI 
checking, maka dengan hal tersebut dapat menimbulkan 
risiko-risiko yang tidak diinginkan oleh BMT. Adapun risiko-
risiko pemberian pembiayaan tanpa menggunakan BI 
checking  yang mungkin terjadi seperti hasil wawancara 
dengan Bapak Rudy Rusmanto selaku ketua BMT Amanah 
Usaha Mulia Magelang sebagai berikut :  
a. Pihak BMT tidak mengetahui apakah calon anggota 
mempunyai hutang/pinjaman di bank atau tidak dengan 
segala kondisinya. 
Dengan tidak adanya proses BI checking pada 
BMT, artinya pihak BMT tidak mengetahui apakah calon 
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anggota sudah mempunyai tanggungan/hutan pada bank 
lain, apakah hutangnya lancar atau macet, dan kondisi 
lainnya. Sehingga pada pemberian pembiayaan dengan 
nominal besar (studi kasus >25juta), maka dibutuhkan 
analisis survey yang teliti dan cermat, dan adanya jaminan 
yang diikut sertakan untuk menjamin bahwa penerima 
pembiayaan akan mampu melunasi pembiayaannya.  
b.  Memungkinkan untuk terjadinya kredit bermasalah 
 
 
 
 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam 
kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia 
berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui.”7 
Para anggota yang memperoleh fasilitas 
pembiayaan dari BMT tidak seluruhnya dapat 
mengembalikan pinjaman dengan lancar sesuai dengan 
waktu yang telah diperjanjikan. Akibat anggota tidak 
dapat membayar lunas pinjamannya, maka akan 
tergambar perjalanan pembiayaan menjadi terhenti atau 
macet. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya kredit bermasalah, antara lain : 
                                                          
7
 Tim Syaamil Quran, Al-Quran Fadhilah Terjemahan dan 
Transliterasi Latin, (Bandung:Sygmacrop) h. 47  
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(a) Anggota menyalahgunakan pembiayaan; 
(b) Anggota kurang mampu mengelola usahanya; 
(c) Anggota beritikad tidak baik. 
 
Pada landasan teori dijelaskan bahwa penerapan 
manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan 
usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan 
bank. Adapun jenis-jenis risiko antara lain; risiko pasar, risiko 
pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko 
hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko 
imbal hasil, dan risiko investasi. 
Risiko-risiko yang umum terjadi apabila pembiayaan 
diberikan tanpa adanya BI checking, antara lain : 
1. Risiko Imbal Hasil 
Risiko imbal hasil (rate of return risk) adalah risiko 
akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan 
bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat 
imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, 
yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak 
ketiga bank.
8
 
Pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang risiko 
imbal hasil akan terjadi apabila BMT AULIA mengalami 
perubahan tingkat imbal hasil dari kegiatan penyaluran 
                                                          
8
 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah 
di Indonesia, (Jakarta : Salemba Empat), h. 253 
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dana dan hal tersebut akan memengaruhi dana pihak 
ketiga BMT. Perubahan tingkat imbal hasil dari kegiatan 
penyaluran dana tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, 
seperti usaha anggota yang mengalami masalah, bencana 
alam, serta faktor yang mempengaruhinya. Sehingga 
imbal hasil atau angsuran pembiayaan mengalami kendala 
dan hal tersebut berdampak pada dan pihak ketiga BMT. 
2. Risiko Investasi 
Risiko ini timbul apabila BMT memberikan 
pembiayaan berbasis bagi hasil kepada anggota, di mana 
BMT ikut menanggung risiko atas kerugian usaha anggota 
yang dibiayai (profit and loss sharing).  BMT Amanah 
Usaha Mulia Magelang akan menanggung risiko investasi 
apabila usaha anggota yang dibiayai mengalami kerugian 
dan risiko tersebut akan menghambat pengelolaan dana 
yang ada di BMT. 
3. Risiko Reputasi 
Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tidak 
kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber 
dari presepsi negatif terhadap bank syariah.
9
 Reputasi 
tersebut bersumber dari berbagai hal, salah satunya adalah 
dana pihak ketiga yang mengalami masalah pembagian 
                                                          
9
 Hennie van Greuniing, Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan 
Syariah, (Jakarta : Salmeba Empat), h. 167 
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hasil yang diakibatkan oleh faktor pembiayaan yang 
dilakukan BMT kepada debitur/anggota.  
4. Risiko Pembiayaan 
Seperti yang sudah dijelaskan pada bab landasan 
teori, risiko pembiayaan dapat timbul dikarenakan : 
a. Dalam memberikan pembiayaan perlu ditekankan 
analisa pembiayaan yang cermat dengan 
memperlakukan prinsip kehati-hatian. 
b. Pemantauan kepatuhan anggota pembiayaan harus 
senantiasa dapat dikontrol melalui kartu pembiayaan 
setiap bulannya oleh bagian pembiayaan maupun 
manajer Koperasi Syariah. 
c. Pengikatan agunan dilakukan secara nota riil setelah 
diadakan transaksi agunan dengan melihat NJOP 
(Nilai Jual Objek Pajak) bagi anggota pembiayaan 
yang menyerahkan jaminan dalam bentuk SHM 
(Sertifikat Hak Milik) atau harga pasaran bagi BPKB 
kendaraan mobil maupun motor setelah dibuktikan 
kebenarannya  nomor mesin dengan BPKB nya.
10
  
Dengan risiko-risiko tersebut, maka selama setahun 
terakhir (2017 – Maret 2018) pembiayaan dengan nominal 
>25 juta pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang terdapat 
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 Nur S Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik, (Tangerang : 
PAM Press), h.81 
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13 pembiayaan. Pada 13 pembiayaan >25 juta tersebut, 
sampai saat ini tidak ada anggota yang melakukan 
wanprestasi. BMT Amanah Usaha Mulia Magelang memiliki 
Non Performing Financing (NPF) sebesar 1,265 %. Jumlah 
NPF tersebut masih dibawah batas maksimal yang ditentukan 
Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT 
Amanah Usaha Mulia Magelang mengenai prosedur dan 
risiko pemberian pembiayaan >25 juta tanpa adanya BI 
checking adalah : 
1. Prosedur pemberian pembiayaan >25 juta tanpa adanya BI 
checking pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang 
adalah dengan mematuhi syarat-syarat untuk melakukan 
pembiayaan dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh 
BMT Amanah Usaha. Untuk prosedur pembiayaan >25 
juta terdapat prosedur tambahan untuk menimalisir dan 
atau mengatisipasi risiko, antara lain : 
1) Analisa survey yang detail, analisa survey 
menggunakan prisip analisa 5C (Character, 
Capacity, Capital, Collateral, Conditions). 
2) Mengharuskan calon anggota/debitur yang akan 
mengajukan pembiayaan >25 juta menggunakan 
jaminan dan adanya pengikatan jaminan tersebut. 
3) Adanya Batas Maksimal Pemberian Kredit 
(BMPK) untuk menghindari risiko. 
2. Risiko pemberian pembiayaan tanpa adanya BI checking 
pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang menurut 
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Bapak Rudy Rusmanto selaku ketua BMT Amanah Usaha 
Mulia adalah  
a. Pihak BMT tidak mengetahui apakah calon anggota 
mempunyai hutang/pinjaman di bank atau tidak 
dengan segala kondisinya. 
b. Risiko lain yaitu memungkinkan untuk terjadinya 
kredit bermasalah. 
Risiko yang umum terjadi apabila pembiayaan diberikan 
tanpa adanya BI checking, antara lain risiko imbal hasil, 
risiko investasi, risiko reputasi, dan risiko pembiayaan. 
Dari keempat risiko diatas, risiko-risiko tersebut saling 
berhubungan karena BMT dapat memberikan pembiayaan 
kepada anggota/debitur dengan cara pengelolaan dana 
pihak ketiga. Sehingga apabila terjadi pembiayaan 
bermasalah dengan nominal pembiayaan yang besar 
(Studi kasus pembiayaan >25 juta), maka hal tersebut 
akan mengganggu stabilitas BMT Amanah Usaha Mulia. 
Jumlah pembiayaan >25 juta pada BMT Amanah Usaha 
Mulia Magelang selama setahun terakhir sebanyak 13 
pembiayaan dengan jumlah NPF sebesar 1,265% yang 
masih dibawah batas maksimal NPF menurut Bank 
Indonesia yaitu sebesar 5%. 
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B. Saran 
1. Setiap BMT dalam melakukan pembiayaan akan timbul 
risiko, termasuk pada BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang. Terutama pada pembiayaan dengan jumlah 
yang cukup besar. Sehingga diharapkan saat mensurvey 
calon anggota yang mengajukan pembiayaan dengan 
nominal yang besar, BMT Amanah Usaha Mulia 
Magelang benar-benar menerapkan prinsip 5c tersebut. 
Sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko yang tidak 
diinginkan di kemudian hari. Mengingat pembiayaan yang 
dilakukan oleh BMT menggunakan prinsip kepercayaan 
dan diperkuat dengan adanya jaminan dan pengikatan 
jaminan. 
C. Penutup 
Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kepada 
Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada penulis 
dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan rendah hati 
penulis mengakui bahwa tugas akhir ini belum sepenuhnya 
sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis.  
Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca 
lainya. Kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis untuk 
pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. 
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